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pengawasan LPJ Hibah kini
berada di tangan Tim Sapu Jagat
yang dipimpin langsung Kepala
Inspektorat Provinsi Bali, I Ketut
Teneng. “Telepon Pak Teneng,
karena perkembangannya ada di
Inspektorat. Mungkin sudah ber-
tambah yang menyetorkan LPJ
Hibah,” ujar Ngurah Arda, Senin
kemarin.

Sementara itu, Ketua Tim Sapu
Jagat, Ketut Teneng, mengatakan
tim yang dikerahkannya turun

" ke desa-desa untuk mengejar LP]

Hibah, akan menyerahkan hasil
kerjanya, Selasa (31/1) ini. “Batas
akhirnya besok (hari ini, Red).
Yang jelas, hasilnya sudah lebih
dari 50 persen pengembalian LPJ
Hibah. Angka pastinya akan kita
sampaikan besok siang, supaya

tldak salah angka " ujar Ketut Te-
neng yang dikonfirmasi NusaBali

- seusai pertemuan dengan BPK

Perwakilan Bali di Denpasar Se-
nin kemarin

Menurut Teneng, Tim Sapu
Jagat yang turun ke desa-desa
masih punya waktu me-
ngumpulkan LP] Hibah, hingga
Selasa malam ini. Sehingga
laporannya baru akan diinput
sesuai batas waktu. “Jadi, bukan
belum maksimal. Sampai malam
ini kita masih tunggu tim di
lapangan. Angka terus bergerak.
Lembur Kita, anggota tim juga
masih ada yang di lapangan
nyicil mengumpulkan satu-satu.

Ini kan tersebar di 57 kecamatan

di seluruh Bali,” papar Teneng,
Dana hibah untuk masyara-
kat tahun 2016, sebagaimana

diberitakan, dianggarkanse-

besar Rp 403,,31 mlllap,,
jumlah proposal yang di

- masyarakat sebanyak 6.7

item. Pencairan hibah sudah
berakhir per 31 Desember 2016.
" Dari sejumlah anggaran sebe-

*saritu, dana hibah yang tereal-
- isasi mencapai Rp 363,24 miliar

(sebesar 90,07 persen), dengan
realisasi proposal sebanyak 5.278
item. Sementara sisanya, Rp 40,06

- miliar (9,93 persen) atau setara -

dengan 1.451 proposal tidak
dapat terealisasi. “Dari yang sudah
masuk ke rekening wajib dibuat-

- kan LPJ oleh penerima hibah,” ujar

Karo Keuangan Setda Provinsi
Bali, IBNgurah Arda.
Pemprov Bali sendiri ancam
akan tarik kembali bantuan dana
hibah yang sudah dicairkan, jika
penerima bansos tahun anggaran

2016 tersebut tldak setor LP]
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hmgga deadhne yang ditetap-
kan, 31 Januari 2017 ini. “Kalau
tidak ada LPJ, berarti kan dana
hibah tidak digunakan. Kiat akan
cek di rekeningnya. Kalau tidak
digunakan, kita ambil lagi dengan
kerjasama BPD Bali Cabang ter-
dekat," jelas Ngurah Arda.
Bagaimana kalau tidak ada
LPJ hibah, tapi dananya sudah
digunakan? “Kalau tidak ada LP],
‘tim pengawas dari Inspektorat
Provinsi Bali yang akan menan-
gani. Sejauh ini, kami di Biro
Keuangan menangani pencairan
dana hibah dan menerima LP]-
nya. Jadi, kalau ada pelang-
garan mekanisme di lapangan,
Tim lnspektorat yang punya
kewenangan,” tegas mantan
Penjabat Bupati Karangasem
perlode ]uh 2015 hingga Febru-
arl 2016 ini. & nat
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Dugaan Jual Beli Perizinan Kondotel

Ketua DPRD Badung
Ditetapkan Tersangka

DENPASAR, NusaBali

Ketua DPRD Badung 2015-
2019, I Putu Parwata, ditetap-
kan penyidik Direktorat Re-
serse Kriminal Khusus (Dit
Reskrimsus) Polda Bali sebagai
tersangka kasus dugaan pe-
nyalahgunaan wewenang dalam
pengurusan izin kondotel di

sebelum menetapkan Putu
Parwata sebagai tersangka,
penyidik telah melakukan
penyelidikan kasus ini se-
lama 3 bulan. “Sekarang (Putu
‘Parwata) sudah resmi jadi
tersangka,” ungkap Kombes
Kenedy di Mapolda Bali, Jalan
‘WR Supratman Denpasar,
‘Senin kemarin.

- Kombes Kenedy menyebut-
kan, dalam kasus yang terjadi
tahun 2016 ini, Putu Parwata
diduga meminta sejumlah uang
kepada salah satu pengusaha
kondotel untuk memuluskan per-
izinannya diwilayah Kuta Selatan.
Namun, setelah uang diterima,
izin yang dijanjikan politisi PDIP
ini tidak kunjung keluar.
~ Akibatnya, kata Kombes
Kenedy, pengusaha kondotel
tersebut merugi dan akhirnya
melaporkan kasus ini ke Polda
Bali. “Sekarang masih dilakukan
pendalaman terkait kasus ini,”
papar Kombes Kenedy yang
belum mau menyebut angka
kerugian dalam dugaan peny-

alahgunaan wewenang terkait -

jual beli perizinan kondotel ini.
Menurut Kombes Kenedy,
saat ini penyidik mas@ terus

—_—

Ketua DPRD Ba

wilayah Kuta Selatan; Senin -
(30/1). Sebelum ditetapkan jadi
tersangka, Putu Parwata sudah
sempat diperiksa selaku saksi, 2
November 2016 lalu.

Dir Reskrimsus Polda Bali,
Kombes Kenedy, mengatakan

Bersambw_lg ke Hal-15 Kolom 5

melakukan pengumpulan alat
bukti dan pemeriksaan saksi-
saksilainnya untuk melengkapi
berkas pemeriksaan tersangka
Putu Parwata. “Kami masih
mengembangkan kasus ini,”
tegas Kombes Kenedy.

Dalam kasus ini, Putu Par-
wata sudah sempat menjalani
pemeriksaan di Dit Reskrimsus
Polda Bali, 2 November 2016
lalu. Ketika itu, politisi asal Desa

Dalung, Kecamatan Kuta Utara

yang juga Sekretaris DPC PDIP

BadungZOls-mQjm.W :
selama 6 jam mulai pagi pukul

10.00 Wita hingga sore pukul
16.00 Wita.

Kasus yang menjerat Putu
Parwata itu sendiri berawal dari
‘surat kaleng’ yang dikirimkan
ke Dit Reskrimsus Polda Bali.
Dalam surat kaleng tersebut
diungkap dugaan jual beli per-
izinan kondotel di Gumi Keris
yang menyeret nama Ketua
DPRD Badung Putu Parwata.

Bukan sekali ini Putu Par-
wata diperiksa penyidik Dit
Reskrimsus Polda Bali. Sekitar
tahun 2015 lalu, Parwata juga
harus bolak-balik ke Polda Bali
untuk menjalani pemeriksaan
terkait dugaan penyerobotan

- jalur hijau di kawasan l?esa
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Ketua DPRD Badung Putu Parwata

dung Ditetapkan Tersangka

Penarungan, Kecamatan Meng-
wi, Badung. Saat itu, Parwata
menjadi Komisaris PT Pada
Bagia yang merupakan pemilik
Penarungan Residence.
Penyidik kepolisian melaku-
kan penyelidikan karena Pena-
rungan Residence diduga
menyerobot jalur hijau berupa
sawah. Bahkan, sempat dise-
butsudah ada empat tersangka
dalam kasus Penarungan Resi-
dence. Namun, kasus tersebut .
~akhirnya menghilang bersa-

- maandengan naiknya Parwata
- sebagai Ketua DPRD Badung

- menggantikan Nyoman Giri
Prasta, yang terpilih menjadi
Bupati Badung 2016-2021
melalui Pilkada Badung 2015.

Sementara itu, Putu Par-
wata belum bisa dikonfirmasi
NusaBali perihal penetapan
statusnya sebagai tersangka
kasus dugaan jual beli periz-
inan kondotel oleh Polda Bali.
Berkali-kali dihubungi per tele-
pon, Senin kemarin, sejak sore

-hingga malam pukul 22.43 Wita,
ponselnya diarahkan mailbox.
Parwata dan jajaran anggota
DPRD Badung saat ini memang

_tengah berada di Jakarta dalam
rangka kunjungan kerja lem-
baga Dewan. & rez,asa
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 Krama Lalang Pasek |
Datangi Kejari Tabanan

'TABANAN, NusaBali 3
Tujuh krama Banjar Lalang
Pasek, Desa Cepaka, Keca.
matan Kediri, Tabanan men-
datangi Kantor Kejaksaan
Negeri (Kejari) Tabanan,
Senin (30/1). Mereka memin.-
ta Kejari Tabanan menyeli-
diki aktor intelektual dugaan
penyalahgunaan dana hibah
pembangunan Balaj Banjar
Lalang Pasek. Perwakilan
krama meyakini, mantan Ke-
lian Adat Lalang Pasek | Nyo-
man Sukarya yang dijadikan
tersangka dan dijebloskan ke
sel tahanan menjadi korban
aktor intelektual itu.
Tujuh krama Banjar Lal-
ang Pasek yang mendatangi

Kejari Tabanan dipimpin I

Gusti Ngurah Putra Sarjana,
55. Mereka diterima pada
pukul 10.00 Wita oleh Kepala
Seksi (Kasi) Pidana Khusus,
Ida Bagus Alit Ambara. Dalam
pertemuan selama satu jam itu,
Sarjana sampaikan harapan
krama agar Kejari Tabanan
mampu membongkar aktor
intelektual penyalahgunaan
dana hibah sebesar Rp 202
juta untuk pembangunan Balai
Banjar Lalang Pasek. Pihaknya
menyayangkan jika kasus inj
berhenti pada penetapan ter-
sangka I Nyoman Sukarya.
“Saya pikir Nyoman Sukarya
tidak mungkin melakukan hal
ini tanpa ada yang menyuruh,”
ungkap Sarjana.

Menurut Sarjana, jika Su-
karya korup, kemungkinan
kehidupan ekonominya lebih
baik. Namun nyatanya tak jauh

beda dengan masyarakat ke-
banyakan. “Saya yakin Nyoman
Sukarya tidak melakukan hal
itu sendiri. Jujur saya dan kra-
ma semua kasihan kepadanya.

Dia itu jadi korban tapi bukan

dikorbankan oleh krama,” te-
gasnya. Sarjana yang juga pani-
tia pembangunan Balaj Banjar
Lalang Pasek pada tahun 2013
ini berharap Kejari Tabanan

segera menyelesaikan proses

hukum ini. Termasuk meng-
harapkan Kejari Tabanan usut
tuntas kasus dugaan korupsi
pembangunan Balaj Banjar
Lalang Pasek. '
Kasi Pidana Khusus Kejari
Tabanan Ida Bagus Alit Am-
bara menjelaskan, permintaan
krama Lalang Pasek untuk
mengusut tuntas aktor intele-
ktual di balik korupsi pemban-
gunan balai banjar itu menung-
8u proses persidangan. Sidang
kasus dugaan korupsi ini akan
digelar pada bulan Februari
2017. “Kita lihat nanti saat
sidang. Kalau ada fakta bary
pasti akan dikembangkan,”
terang Alit Ambara,
Ditambahkan, kedatangan
7 krama Banjar Lalang Pasek
juga menanyakan proses dan
tahap kasus dugaan penyalah-
gunaan hibah tersebut. “Saat
ini sudah memasuki pelimpa-
han tahap I sidang di pengadi-
lan,” terangnya. Seperti berita
sebelumnya, pada tahun 2008
krama Banjar Lalang Pasek
berencana membangun balai
banjar. Hanya saja saat itu
krama memiliki dana sebesar
Rp 75 juta. & d
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KRAMA Banjar Lalang Pasek, Desa Cepaka Kacamatan Kedlrl Tabanan
mendatangl Kejan Tabanan, Senin (30/1).




